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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu

telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh

urusan yang lain”. (QS Alam Nasyrah : 6-7)

“Nabi Shallahu’alaihi Wasallam Bersabda:

“Berikanlah Pekerja Upahnya Sebelum Keringatnya Kering”

(HR. Ibnu Majah).

“Hormati dan Hargailah Orangtua mu maka Hidupmu akan Bahagia,

Tenang dan Tentram”

Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah

SWT”.
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ABSTRAK

Trisno

IMPLEMENTASI HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DALAM
PENEGAKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG

TIDAK MEMBAYAR DAN MENYETORKAN IURAN YANG
MENJADI  TANGGUNGJAWABNYA KEPADA  BPJS

(Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang)

Skripsi. Fakultas Hukum. 2017
Kata Kunci : Implementasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

Penegakan Tindak Pidana, Perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial dalam penegakan tindak pidana terhadap perusahaan yang tidak
membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya
kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
Caabang Pangkalpinang. Penelitian ini bersifat yuridis-empiris dengan
pendekatan perilaku (behavioral approach). Perilaku tersebut terjadi
akibat interaksi sosial dalam masyarakat hukum yang disebut juga
pendekatan sosiologi hukum (socio-legal approach). Dimana data yang
diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yaitu, Petugas Pengawas
dan Pemeriksa (WARSIK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, Kasi Piutang Negara Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang
Pangkalpinang, Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang dan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Teori  yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektifitas dan teori penegakan
hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam ratus enam
belas (616) perusahaan aktif yang terdaftar di Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang dengan
empat (4) Kategori Piutang yaitu : pembayaran dengan status lancar
sebanyak 78 perusahaan, status kurang lancar sebanyak 105 perusahaan,
macet sebanyak 93 perusahaan dan kotegensi (penunggakan sudah parah)
sebanyak 340 perusahaan. Dimana Kategori kotegensi yaitu penunggakan
pembayaran lebih dari 6 (enam) bulan.
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ABSTRACT

Trisno

THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 24 OF 2011 ON SOCIAL

SECURITY ADMINISTRATOR AGENCY IN ENFORCEMENT OF

CRIMINAL ACTS TO THE COMPANY THAT DOES NOT PAY AND

DEPOSIT FEE WHICH BECOMES ITS RESPONSIBILITY TO BPJS

( A Case Study at BPJS For Labor Pangkalpinang Regional office)

Thesis, law Faculty  2017

Keywords: Implementation, Social Security Administrator Agency, the

Enforcement of Criminal acts, Company.

The purpose of research is to determine the implementation of the law number 24

of 2011 on Social Security Administrator Agency in the enforcement of criminal

acts to the company that does not pay and deposit fee which becomes its

responsibility to Social Security Administrator Agency (abbreviated to BPJS) for

Labor Pangkalpinang Regional Office. This is juridical-empirical research which

behavioral approach. The behavior happens as social interection in low society

which is called social-legal approach. The data is conducted from interview the

persons, they are supervisor and investigator of Social Security Administrator

Agency (BPJS) Pangkalpinang Regional Office, Section chief State Receeivables

of State Proverty Office and  Auction (KPKNL) Pangkalpinang Regional Office,

Labor inspectors of Social Department of Labor Pangkalpinang  and Labor

inspectors of Department of Manpower and Transmigration of Bangka Belitung

island Province. The theory used in this research is effectiveness theory and law

enforcement theory. The result of this reseacrh indicates that are 616 (six hundred

and sixteen ) active companies registered in Social Security Administrator Agency

(BPJS) Pangalpinang Regional Office which four (4) receivable categories, they

are : payment with current status is 78 companies, less current status is 105

companies, stagnant status is 93 companies and severe arrears is 340 companies.

Category of severe arrears is arrears of payment more than six (6) months.
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menempuh ujian sidang kesarjanaan Program S-1 pada Fakultas Hukum
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